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PENETAPAN
Nomor 0507/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

2 ) ozl alll oy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. SANWANI bin AHMAD, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat,
tempat tinggal di Kp. Babulak Dato, RT. 003, RW. 005,
Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten

Tangerang, sebagai Pemohon |

SITI NURJANAH binti MADSOHIB, umur , agama Islam, pekerjaan , tempat
tinggal di Kp. Babulak Dato, RT. 003, RW. 005, Kelurahan
Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sebagai

Pemohon Il
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan
tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tigaraksa, dengan Nomor: 0507/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, telah mengemukakan
alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada hari Kamis,
Tanggal 14/11/2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Rajeg;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon |
berstatus Perjaka dalam usia 38 tahun dan Pemohon Il berstatus janda
dalam usia 34 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu
Orang tua Kandung Pemohon-ll yang bernama MADSOHIB dan dihadiri
oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama PATONI dan H.
WIRO dengan Maskawin berupa uang 100. 0000 dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun
dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan
dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD ABDAN KHAIRI TSABIT, laki-
laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak
ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu
pula Pemohon | dengan Pemohon Il Tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ltsbat
Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
a. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dengan Pemohon
Il tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon 1l tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tigaraksa;
b. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon Il sangat
membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta
untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini
kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara

Pemohon | dengan Pemohon Il yang terjadi pada hari hari Kamis, Tanggal
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14/11/2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Rajeg;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tigaraksa, Cg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (M.
SANWANI bin AHMAD) dengan Pemohon Il (SITI NURJANAH binti
MADSOHIB) yang dilangsungkan pada hari hari Kamis, Tanggal 14/11/2013
di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan
pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat
tinggal para pemohon;
4, Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir
dipersidangan, dan oleh Hakim telah diberi nasehat seperlunya, dan para
Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon hendak mencabut
permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan para Pemohon untuk
mencabut surat permohonannya tersebut, maka Majelis menilai permohonan
para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita
Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah mencabut
permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat
(1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;
MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan perkara Nomor 0507/Pdt.P/2018/PA.Tgrs , selesai karena
dicabut;

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 391000.,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan
tanggal -04 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua
Majelis, serta Samsul Fadli, S.Pd., S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan
tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri
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Hakim Anggota :

Samsul Fadli, S.Pd., S.H. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi ‘Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai :Rp.  6.000.00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(‘tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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